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PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabae
dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyasua
terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tgntan
Pajak Reklame yang berlaku di Kota Pontianak ;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatds per
diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lerabar
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang iBanit
Urusan Piutang Negara Lembaran Negara Tahun 196@No
156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukumacar
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadila
Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 4189) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabae
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 199%dxo

41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 199
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nb@nor
Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peringrang

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lambar
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaranrélega
Nomor 4439);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tgntan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomo
6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 8iebag
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajak Pa
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Fknyid
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kadga
Daerah Tingkat Il Pontianak (Lembaran Daerah Tale®88
Nomor 14 Seri D Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewgamnan
Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tah@® 20
Nomor 27 Seri C Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Menetapkan

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG

PAJAK REKLAME
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak
c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pontianak ;

e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pontianak ;

f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainagarB
usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dam dala
bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa
organisasi sosial, politik atau organisasi yangrss,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan &jnny

g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah
pungutan atas penyelenggaraan reklame ;

h. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan ya
menurut bentuk susunan dan corak ragamnya
dimaksudkan untuk tujuan komersial yang dipergunaka
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan
suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca daw ata
didengar dari suatu tempat oleh umum.

i. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau
badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik
untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya ;

J.  Panggung atau Lokasi Reklame adalah suatu sarana at
tempat pemasangan satu atau beberapa reklame ;

k. Kawasan atau zone adalah batasan-batasan wilayah
tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut
yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;

l.  Nilai Sewa Reklame adalah keseluruhan pembayaran
yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelerggar
reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan
lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelerggar
dan ukuran media reklame ;
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Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklanmssebert
berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tatagrua
kota untuk berbagai aspek kegiatan ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan olgio wa
pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak
reklame yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya digingk

SSPD adalah surat yang dipergunakan oleh wajikk paja
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyagtisin
SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan
yang menentukan besarnya jumlah Pajak terutang,
jumlah Kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumla
yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat
Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlak Paja
yang ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
lanjutnya disingkat SKPLB adalah Surat Ketetapamgya
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari Pajak yangitserg

atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang ddakt

ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diaingk
dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dam ata
denda ;

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data at
informasi yang meliputi keadaan harta, kewajibaaw at
utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlagaha
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yartgpditu
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan perhitungan rugi laba.
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w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuicarige

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak ataaps€tenyelenggaraan
Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame ialah semua penyelenggaratamek

)

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iRasaeliputi :

a.

Reklame papan/billboard/videotron/megatron ialakiaree yang terbuat
dari bahan kayu, plastik, fibreglass, kaca, babgam, seng, rangkaian
elektronik atau bahan lainnya yang sejenis, dipagzada tempat yang
disediakan atau dengan cara digantungkan atau mkiken pada benda
lain.

Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho dan bemdalah reklame
yang terbuat dari kain, karet atau bahan yang isejen

Reklame film ialah setiap reklame yang mengguna@aana film yang
diputar pada layar atau benda lain atau dipanoarielalui proyektor.

Reklame slide ialah reklame yang untuk menyelerad@amya
dipergunakan klise berupa kaca, bahan-bahan l|dwagse alat untuk
diproyeksikan pada layar atau benda lain yang dgdan melalui
proyektor ;

Reklame berjalan ialah reklame yang diselenggarallangan cara
membawa reklame berkeliling oleh orang dengan berjraki, termasuk
dalam hal ini reklame yang diselenggarakan dengama enembawa,
ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.

Reklame suara ialah reklame dengan kata-kata yangppkan atau
dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantat edau pesawat
apapun.

Reklame selebaran ialah reklame yang disebark&eridan atau dapat
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkau atilekatkan pada
benda lain.

Reklame udara ialah reklame yang diselenggarakamddra dengan
mempergunakan sarana balon udara/gas, pesawat@t#ainnya.

Reklame peragaan ialah reklame yang diselenggaraleangan cara
menempatkan suatu barang atau produk pada sugtattésrtentu.
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Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak rekkadalah :

a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat tdanP&merintah
Daerah yang tidak bersifat komersial ;

b. Penyelenggaraan Reklame melalui televisi, radiagtaMaarian, mingguan
warta bulanan dan internet.

c. Semata-mata mengenai kepemilikan dan atau peruntidq@an ketentuan
luasnya tidak melebihi 0,25 M2 dan diselenggarakatas tanah ;

d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan dagi yaag menempati
tanah atau bangunan dimana reklame dipasang ddémgantuan bahwa
luasnya tidak melebihi 0,25 M2 dan dipasang dibtagyunan tersebut.

e. Semata-mata memuat sebutan dari pekerjaan atausapaan dan
diselenggarakan diatas tanah atau bangunan dimsgldame tersebut
ditempatkan dan luasnya tidak melebihi dari 0,25 M?

f. Diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaibla perusahaan
tersebut yang semata-mata mengenai nama dan selvaten perusahaan
yang bersangkutan dan luasnya tidak melebihi 0,25 M

g. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan hyaragal dari luar
wilayah Daerah dan berada di Daerah tidak lebih @aftujuh) hari
berturut-turut.

h. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang lbielslifat komersial.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau rbaglang
menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badeamg
menyelenggarakan reklame.

BAB |11
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Jual Objek PajaB@R) ditambah
Nilai Strategis ;

(3) Pajak Reklame adalah Tarif Pajak dikali denganiMitava Reklame

(4) Tata cara pengenaan pajak reklame masing-masiey§ phjak secara
rinci sebagaimana penjelasan Pasal 5 dalam Perdbarrah ini.

Pasal 6
(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 15 %

(2) Untuk Reklame produk rokok dan minuman beralkodilenakan tarif
tambahan sebesar 25 % dari tarif sebagaimana dimiaiyat (1) Pasal 6
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Pasal 7

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan camagalikan tarif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasgenpam pajak
sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah i

BAB |V
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DANTATA
CARA PEMASANGAN REKLAME
Pasal 8

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tEmpeklame
tersebut diselenggarakan ;

(2) Tata cara pemasangan reklame diatur lebih lanjiandaPeraturan

Kepala Daerah dengan memperhatikan keamanan, Wksistestetika
dan perlindungan masyarakat ;

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9
Masa Pajak Reklame berlaku sesuai dengan masatganagntum dalam Surat
Ketetapan Pajak yang telah dibayar lunas atau SmmatPenyelenggaraan
Reklame.
Pasal 10
Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggar&tamre.
Pasal 11
(1) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD atau saiatyang sejenis.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Padarums diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani Welib Pajak atau
Kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmhdean kepada
Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) Isatelah
berakhirnya masa Pajak.
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkah Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Phsayat (1),
Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengarriittaa SKPD.
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Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayatiddk atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tighulpuhari sejak SKPD
diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa busghesar 2% (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasal 13

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaindimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan untuk menghitomamperhitungkan
dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saattaegaya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan ;

a. SKPDKB

b. SKPDKBT

c. SKPDN

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufasalPini
diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketaratain pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenaksanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseualas dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar ujangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilgjtsejak saat
terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka walang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 25% (dua puludn persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tdsktndibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh emgat)an
dihitung sejak saat terutang pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, agajyang
terutang dihitung sacara jabatan dan dikenakanssatkninistrasi
berupa kenaikan 25 (dua puluh lima persen ) dakiokagpajak
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebésdd@a persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tdsktndibayar
untuk jangka waktu sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huri®abal ini
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau datagysemula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah gajak terutang,
akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenas@mesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaklatse

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufasalPini
diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sdmsarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang ddak ada kredit pajak.

Pasal 14
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau terd@pa yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang tiitean dalam SPTPD,
SKPD,SKPDKB, dan STPD.
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Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat laingyditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah satdambbatnya 1 x
24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepatabh.

Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dan(ysasal ini
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atas.lun

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepagla pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertersetelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksudayatid2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut derdjgenakan bunga 2%
(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang bebaon leurang dibayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepagla pajak untuk
menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditantgetelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dik@nlaknga 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kud#rayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menundaaparab serta tata
cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimsadesud pada
ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan olehdf@paerah.

Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dpksal 23
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dddaku penerimaan.
(seharusnya pasal 15)

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran duku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentutan Kepala
Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

Surat Teguran atau surat Peringatan atau suraydeig sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikednaik (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tandggatat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisbwwajak harus melunasi
pajak yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat laig gajenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabag gininjuk.
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Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarktiddunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat TegueanSirat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harbsygir ditagih dengan Surat
Paksa.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasadajangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal Pemberitahuan Surat paksa, Pejabgt ditunjuk segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belugajmelunasi utang
pajaknya, setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hgaksenggal pelaksanaan
Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabatajdag penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dand.®agara.

Pasal 20

Setelah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negareetapkan hari, tanggal,
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita mématingtan dengan segera
secara tertulis kepadaWajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, Jenis, dan isi formulir yang dipergunakatuld pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajaét slaemberikan
pengurangan, keringanan dan Pembebasan Pajak.

(2) Tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dabebasan pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapleinKepala Daerah

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Kepala Daerah karena jabatan atau permohongib R&jak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau ST{IDg
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, &esal hitung, dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangigadaperpajakan
daerah ;
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b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajaktigdaigbenar ;
c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administragpédiunga, denda
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal samselbut dikenakan
karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karenalkbannya

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangaagatedan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDD&RP SKPDKBT dan
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus phdéean secara tertulis
oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabgg ditunjuk selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dmeri SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yaag,jel

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk palin@glartiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasditerima, sudah
harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagamdimaksud pada ayat (3)
pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang diturtjdek memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, @ermggan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administaagjgéip dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hargmada Kepala Daerah
atau Pajabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD

b. SKPDKB
c. SKPDKBT
d. SKPDLB
e. SKPDN

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud padd ayasal ini harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indomdiag lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKBDLEAndSKPDN
diterima wajib pajak, kecuali apabila wajib Pajapdt menunjukan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keaddduar kekuasaannya.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalagkmmaktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohohkaheratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal inimiggrsudah memberikan
Keputusan.

Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagsmdimaksud pada ayat
(3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang jdikutidak memberikan
Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikahulkan

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud paddlayadsal ini tidak
menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimakdaochd®asal 23 dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayarark p@mbalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua Persempeaintuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan.
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BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembédtelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Psgdsi tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat wajib pajak ;

b. Masa Pajak

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktugokima 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembaliagbiedn pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasd&amis memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @)atPasal ini
dilampaui Kepala Daerah atau Pajabat yang ditumijdék memberikan
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pewdra pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkatarawaktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnykelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada aypaga) ini langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu gtpajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakuledadwaktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengnenerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajakukian setelah lewat
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepak@efah atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persdm)lase atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkamgdn utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), yanapadilakukan dengan
cara pemindah bukuan dan bukti pemidah bukuan heylaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB XII
KADALUARSA

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluaradakemelampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saatitéangnya pajak,
kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidadia bidang
perpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pgdt (1)
tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat teguran dan surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak langsuagpun tidak
langsung.
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BAB XllI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydtapaSPTPD/surat
lain yang sejenis atau mengisi dengan tidak betzar tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggaigikan keuangan
daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan palng 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pggalg terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa8&hPD/surat lain
yang sejenis atau mengisi dengan tidak benar atkmk tengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggaigikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan plaimg 3 (tiga) bulan

atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Limatpjuta rupiah ).

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam PasaldaR tituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak smatang pajak atau
berakhirnya Masa Pajak.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungamerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanyigi&an tindak
pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana slithakkalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Ridan

(@)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada aypasgal ini adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti ketgan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajdbaerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkaetts ;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meaigerang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang didiakskehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang griketau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajai&arah ;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumé&orden lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakenah ;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahlean gembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta medakugenyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksdngas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggaille@man atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rkesmielentitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksiadhuruf e ;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaknpidperpajakan
Daerah ;
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I.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya daerilisa sebagai
tersangka atau saksi ;
J.  Menghentikan Penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapamyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukumg yalapat
dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Paratlraerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Nomor 05 Tahun 1988 tentang Pdpaklame dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur daRenaturan Daerah ir
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepalar&la sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeriatapkngundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembararmb&eta Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Nopember 2005

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Nopember 2005

SEKRETARISDAERAH KOTA PONTIANAK
Drs. HASAN RUSBINI

Pembina Utama Muda
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 70 SERI B NOMOR 4
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG
PAJAK REKLAME
. UMUM

Dengan telah ditetapkannnya Undang-undang ddoB84% Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 teriajgk Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomoma@tun 2001 tentang Pajak
Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan ba&amor 5 Tahun 1998
tentang Pajak Reklame yang berlaku selama ini
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 yangakersaat ini ditinjau dari dasar
hukumnya maupun tarif pajak yang ditetapkan peilakdkan perubahan, sesuai

dengan kondisi saat ini, oleh karena itu perluudidalam suatu Peraturan Daerah.

[l PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukp jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
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Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 22 ayat (2)
Kriteria yang dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak adalah objek Pajak Reklame yang bersifat sosial, keagamaan,
pendidikan yang tujuannya bukan bersifat promosi, tetapi yang bersifat
penerangan/sosialisasi/pembinaan dari Pemerintah kepada masyar akat

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
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Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 47



